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PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR ©2 TAHUN 2015

TENTANG

T MIUSI RAWAS UTARA NOMOR

UN 2034 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN

a.

KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

ng Pedlnnan Pengelolaan Keuangan Daerah, diperiukan
langkah yang terpadu;

bahwa Sistemn dan Presedur Pengelolaan Keuangan
Naprab faloh ditatorleer denoar Paretuiran Primati Narme.

4 Tahun 2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, dan
b, serta agar Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah dapat mewujudkan kesamaan pemahaman dan
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keterpaduan langkal bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

Utara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kohisi dan Nenotia—me
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Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 385 1);

Undang-Undang Nomor 17 Tabkun

Negara {Lembaran Negara Repuliik lndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Reeublik Inderssia Mam v < 5on

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Homer

5
’

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor




10.

11.

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang  Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selstor
v oRel SESGL NCgdha APl ndonesia Tahun 2013 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Nomor S429);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik mdanesiz
Nomor 244);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 N omor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47 12);
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Uhilddd Lidind. oo ianun <UUd  tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 4502}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Keuangan Badan

Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5340y);




13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Stendar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20053 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
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2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005 tend

informas: Keuangan Daerah (Lembaran Negara KRepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan IlLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan. Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Mo o 2mmos
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelgvanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran

Nomor 4585);

Negara Republik indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan




Lembaran Negara Republik Indonesia

a MNomor 46743

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian  Urusan Pemerintahan  Antars Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indanesis Mam < am - 1

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan kepada Partaj Politik {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20C9 Nomor 1E, Tarbahan

Negara Republik Indonesia Nomor 4572,

7

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umurm;

QJS,/Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

~. rerafuran Menterd Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kema.mpuan Keuangan Daerah,

Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Helania

Penunjang Ovperasional Pimpinan Dewapn =

s

L Raltyat
Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Kom
Intensif Dan Dana Operasional

unikasi
;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008




tentang Tata Cara Penatansahasn Dar Pener o i

rertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

%

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009

tentang Pedoman Tata Cara Pen ghitungan, Fengenggaran

Dalam  APBD,Pengajuarn, Fenmyainian, Leads LEporan %
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai ?j
Politik; :%
. 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah; 3
30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
‘Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

o roas T~y e =

“Ves wnuly rerubanan  Atas
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatar Dan Beiz

Peraturan Menteri

. .
51?(‘1‘ Drzmeroh

31. Peraturan Menteri Dajlam N

it

egeri Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Yang Bersumber

Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Dari Anggaran

32. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2014

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA PERUBAHAN ATAS
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TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH,
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1

2.

Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas Itera.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah

Bupati adalah Bupati Musi Rawas [itara,

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan  pemerintahan daerah yvang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

. £y e o enam
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daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD  adalah rencana kevangar  tshunan
i,aumenn‘rahar daerah yang dibahas dan casevujul bersamna oleh

pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah. Sebelum DPRD terbentuk APBD ditetapkan
dengan Peraturan Bupati dan disetujui oleh Gubernur
Sumatera Selatan;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran /pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah

da aerah selakn DENCING 9Nogooror foam o -

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.




10.

11.

12,

13.

16,

17.

daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menvelenggaralkean  Tegali-cmitoan i
Keuangan daerah,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

CEIIDTI oYy e
L EIBnoan ¢

yang  selanjutnya  disebus ] ‘ STAR W
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD

adalah PPKD yang Dbertindak dalam kapasitas
bendahara umum daerah.

sebagai

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang
penggunaan barang milik daerah.

kewenangan

svesd Lelldliara Umiin Uaeran yang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat  yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran adalsh 0

L iasE
untuk  melaksanakan sebagian kewenangan pengguna

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan

satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.




19.
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21.

2

23.

24.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,

dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional

yvang ditunhjuk untuk menerima, menyvimpan, menvetorkan,

s LriCadipiel Leig B ULIR-JaWaDKall uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit
kerja SKPD.

Bendahsara Penerimasn PPK]

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan penerimaan

uang yang bersumber dari transaksi PPKD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang

ditunjuk Menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk

keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional

a .
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uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada unit kerja SKPD.

usahakan dan mempertanggung-jawabkan

Bendahara Pengeluaran PPKD adaia

pgjobat hungsional Jang
ditunjuk menerima,

usahakan

menyimpan, membayarkan, menata-

dan  mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan transaksi PPKD.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
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25.

26.

27.

29.

30.

31.

32.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan  pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan

untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu
atau beberapa program.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk
upaya yang berisi satnn  atan  lehil e
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai

hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dag: Prograin vang

Tr - PP
Adiiaireae airoen Aial.
Cheaad A SRR ST lely

satu atau lebih unit jrer
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Cagal sagian dard
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdir
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinas;j dari
beberap atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah

yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimeaesn daers: dar woimiladeseld stlliui

pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat

pPenyimpanan uang daerah vang ditentukan oleh temzin dasrahs

untuk menampung seiurah

Pkl g

b cogiaviakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yvang
ditetapkan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.




BAB II

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Pasal 3

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dazersbhasi

dipergunakan sebagai acuan yang secara bertahap dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas

Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah,dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas Utara,dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

BAB II1
PERUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
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Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit.
pada tanggal 5 Februari 2015,

-

Pj BUPA’I}I}@?;_}. RAWAS UTARA,
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H. AGUS YUDIANTORO.

Diundangkan di Muara Rupit.
Pada tanggal 5 Februari 2015.

Plt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

H.A. RAKHMAN ACHMAD, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda

MR 1QR0I 220 108nn2 1 Ann

BERITA DAERAH KAB.MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2015 NOMOR

)



